
BUPATI MEMPAWAH 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR t TAHUN 2017 

TENTANG 

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG 
PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG 

PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS 
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MEMPAWAH, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 
201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 
2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang 
Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan 
(GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan 
(TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 
Anggaran 2017; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Bupati Mempawah; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820); 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. lJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155) ; 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn.or 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 
tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak 
Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 5556); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 
Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 5); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 
Nomor 8); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG BATAS 
JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN 
KEMBALJ UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS 
PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) 
SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2017 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Mempawah; 
4. lJang Persediaan (UP) adalah Uang muka kerja yang bersifat pengisian 

kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung; 

5. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah Pengganti uang persediaan yang 
tidak dapat diiakukan dengan pembayaran langsung; 

6. Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah Tambahan uang persediaan 
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak 
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan; 

7. Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran langsung kepada 
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah 
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 
disiapkan oleh PPTK. 

Pasal 2 

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Mempawah meliputi: 
a. Uang Persediaan (UP); 
b. Ganti Uang Persediaan (GU); 
c. Tambahan Uang Persediaan (TU); 
d. Pembayaran Langsung (LS). 



BAB II 

JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan Batas Jumlah Uang 
Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017. 

(2) Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Ka bu paten Mempawah Tahun Anggaran 201 7 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Pasal 4 

Pengisian kembali uang persediaan atau ganti uang persediaan (GU) 
dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap sekurang­ 
kurangnya 75 % dari jumlah yang ditetapkan. 

Pasal 5 

(1) Besaran tambahan uang persediaan {TU) dapat diberikan setinggi­ 
tingginya sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan 
untuk masing­masing SKPD. 

(2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan (TU) melebihi jumlah 
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan 
persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan 
keuangan. 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng ndangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berit Daerah 
Ka bu paten Mempawah. 

Dindz li Mempawah 
pada ·7!:.2? 
SEKRE _. 

MOCHRIZA! 
EERITA UAEAH KAEUPATE! MF&PANAH 
T: ?g7 woao l • ;,V ••••• .. • ...... ',l. •"it f� •••w• "•��.� .... ,. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

BUPATI 

RIA 

Mempawah 
3-t- 2017 

RSAN 
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